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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
- NOMOR 223 TALIUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISAS! DAN TATA KERJA
.. KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN LANGYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerabh, maka perls membentak Kantor Pertambangan dan Energ
Kabupaten Langkat ;
b. bahwa untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kanter Pertambangan dan
. Eneryi Kabupaten Langkat pertu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat : 1, Undang-undang Nomor 7 1301 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dulam Lingkungan Propinsi Sumatra Utara ;
, ' 2. Undang-undang Nomor % tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaizn;na telah diubah dengan Undang ~ undang Nomor 43 Tahun 1999,
~ 3. Undang-undang Momor 22 'tahuh 1999 tentang Pemerintahan Daerah ¢
4. Undang-undang Nomor 25 talun 1999 temang  Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Dacrah ;
5. Peratm'an Pemenntah Nomor 5 tabun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota
Kabupaten Daerah Tingkat I Langkai dari Binjai ke Stabat ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 talun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kota Madya Dacrah Tingkat Il Binjai, Kabupaten Dacrah Tingakat I Langka
dan Kabupaten Dacrah Tingkat I Deli Serdang ;
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 taliun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai {aecah Otono ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah;.

9. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan

Py  Peraturan Perundang-undangan  dsn bentuk  Rancangan  Undang-undang,
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Rancangan Peraturan Pemerintah don Rancangan Kepuiuss: Presiden.

Dengon Perseliiiuan
DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAM KABUPATEN LANGKAT
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KEBUPATEN LANGKAT TENTANG SUSUNAN
ORGANISAST DAN TATA KERJA KANTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI KABUPATEN LANGKAT
BAB I

KETENTUAN UMM
Pasal 1

. Dalam Peraturan Daerah ini yang ditnaksud dengan

Dacrah adalah Kabupaten Iangkar ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Dacrzh Otonom yang lain sehagai
Badan Eksckutif Dacrah ;
c. Kepala Daerah adalah Bupati T angkal ;
d. ‘Dewan Perwakilan Rakyat Daersh yang selamjuinys disebut dengan DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebapgai Hedan Legislatif Dacrah ;
¢ Sekretaris Dacrah  adalah Sckrctais Docrah Kabupaten Langkat |
~ f. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Dacrah Kabupaten Langkai yang merupakan
' unsur Staf Pemerintah Dacrals | *
g Kantor Pertambangan dan Energi adatah Kantor Pertunbangan dan Energi Kabupaten Langkat;
h. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat ;
i, Unit Pelaksana Teknis adala Unit Pelsksana Teknis Operasional Kantor Pertambangan dan Energi
Kabupaten Langkat ;




. Kelompck Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabaian PNS yang diberi tugas, Wewenang dan
tanggung iawab olch Pejabat vang berwenang uniny melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan
Bidang keahliannya,

BAB 1
PEMBENTUXAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organis:s; dan Tala Kerja Kantor Pertambangan dan
Energi Kabupaten Langakat.

BAB 1
KEDUDUKAN, TUGAS POV GK DAN FUNGS!I
Pasal 3

(1) Kantor Pertambangan dan Energi adaluh Ungur penunjang  Pemerintah  Dacrah  di bidang
Pertambangan dan Energi..

(2) Kantor Pe:ﬁmbangm dan Encrgl dipimpin oleh seorang  seorang Kepala Kantor yang berada
dibawah dan bcﬁangéung Jjawab kepada Kepala Dacrah metalui Sekretaris Daerah,

Pasal 4

Kantor Pertambangan dan Energ mempunyal ugas nokok melaksanaksn wrussn rumah tangya
Daerah dan mgas pembantuan Yang diberikan oleh Pemerintaly .

Pagal &

Untk menyelenggarakan tugas pokok schagairnana dimaksud dalam pasal 4, Kantor Pertailangan
dan Encrgi mempunyai fimgsi

a. Menyiapkan bahan pembinaan dan priunjuk teknis di bidang pertambangan ;

b. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknig di bidang konservasi ;

¢. Menyiapkan dan menyusun perencanaan dan program, svaluasi dan pelaporan.




BARB IV
SUSTUNAN ORGANISASI
Pasal &

(1) Susunan Organisasi Kantor Periambangan dan Energt terdisi dad

a, Kepala Kantor ;

b, Kepala Sub, Bagian Taia Usaha ;
¢. Seksi Teknik Pertambangan ;

d. Seksi Konservasi;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2} Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertambangan dan Lnergi scoagaimana di maksud dalam avat

(1) tercantumn pada lampiran Peraturan Dacersh.

Bagian Pertamx
Kepala Kantot
Pusal 7

Kepala Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok menumpin, mengkoordinasikan,
mengendalikan kegiatan dan melaksanokan sebahagion tugas Pemerintah Kabupaten  dibidang

Pcrtmnbmgah dan Energl serta mgas pembantuan yang ditelapkan cleh Kepala Daerah .

Pasa!l ¥

Untuk memyelenggarakan tugas pokok sebapaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Kanwr
Pertambangan dan Energi mempunyai fungpi

i

Melaksanakan pembinaan dan petunjuk tcknis berdisarkan kebijaksanaan yang ditctapkan olch
Kepala Daerah;

Melaksanakan Kerja sama dengan Dinas 7 Instanasl dan Lembaga lainnya |

Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis dalmn pesynsunan rencana | pemogram, evaluasi
dan laporan,

Melaksanakan tugas-tugas laint yang diberikan oleh Kepala Daerah,

Menyusun , menyiapkan Renstra dan Lakip Kantor Ferambangan dan Energi.
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Bagian Kedun
Sub Daglun Tuata Ulsihy
Pusal 9

Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan perunjuk teknis
kegiatan di bidang Tata Usahn , Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuwangan, Umum dan Rumazh
Tangpa,

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimmaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha
mempunyai fungsi

a.

Melakukan urusan umum yang meliputi adminisirasi, Surat Keluar, Surai Masuk, Urusan
Kearsipan dan ckspedisi, pungotilun dun penggandaar, pengaturan dan pemeliharaan  serta
pengamanan di lingkungan kerja

Mengumpulkan bshan penyusunan dan petunjuk tchnis  pelaksanaan peramiran perundang-
undangan dibidang kepegawaian dan mengelola adsministrasi kepogawaian ;

Mengumpulkan bahan penyusunon dan petunuk tclois serta menganalisa atau meyusun analisa
kebutuhan periengkapan ; ..
Mengumpulkan bahan dan menyusun Anggaran Ruiin, Anggaran Pembangunan dan Administrasi

Keuangan;

Melakukan pembinasn organisasi dan ketatalaksana;

Mclakukan penyusunan perencanaan, program, evaluas dan laporan kegiatan Sub.Bagian Tata
Usaha; |

Menghimpun hasil perencanaan, program, evaluasi dan laporan serta Renstra dan Lakip dari seksi-
seksi; '

Menyusun dan menyiapkan Renstra dan Lakip Sub. Jiegian Tata Usaha.

Bagtan Kotiga
Seksi Teknik Pertarabangan
Pasal 11

Seksi Teknik Pertambangan mempunyai fugas pokok melaksanakan pembinaan dan pemunjuk teknis
kegiatan dibidang teknik pertambangan.
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Paxal 12

Untuk menyclenggarakan  mgas pokok  sebagaimina  dimaksud dalam pasal 11, Seksi Teknik
Periambangan mempunyai fungsi :

a

Menyiapkan' bahan pembinaan dan petonjul teknis penyelenggaraan  perizinan dan juran
Pertambangan;

Melaksanskan pembinaaa dan potunjuk  ekais peryelenggaraan  eksplorasi, eksploitasi dan
pemctaan;

Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Bimbingan dan pengamanan
Teknik Pertambangan;

Meiaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis penyelengzaraan sarana lapangan;

Menyiapkan penyusunan perencanaan |, program, evainasi dan laporan kegiatan Seksi  Teknik
Pertambangan;

Menyiapkan penyusunan  Renstra dan Lakip Seksi Trinik Pertambangan,

Bagisn Keemp:ut
Selsi Konservasi
Puasai 13

Seksi Konservasi mempunyai tugas pokok ruelaksanakzn pembinzan dan perunjuk teknis kegiatan
dibidang Konservasi.

Pasal 14

Untl: menyelenggarakan  tugas pukok sebapaimana dimayvsud dalam pasal 13, Scksi Konservasi
mempunyai fungsi

a

Melaksanakan pembinaan dan  pewujuk teknis  penyelenggaraan  penyediaan  dukungan
pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya Mineral dan Energi serta air di bawah tanah;
Peinberian izin usaha inti tistrik dan distribusi lintas Kabupaten Langkat yang listrik disambung ke
Grid Nasional;

Pengelolaan sumberdaya minceral dan encrgi non migas kecuali bahan Radio aktif pada wilayah laut
dari 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mit

Menyiapkan penyusinan , perencanaan, program, evatuasi dan laporan kegiatan Seksi Konservasi;
Menyiapkan pemyusunan Renstra dan Lakip Seksi Kooservasi,
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BAR V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fugas melaksanakan sebagaimana fugas Kantor
Pertambangan dan Energi sesuai dengan ksahilian dan kebutuhan,

(2) Jumlah tenaga fungsional ditcniukan berdasarkan sifa! jends dan beban kerja;

(3) Pembentukan  tenaga fungsional dilakukan sesuni dengan ketentuan peraiuran perundang-
undangan yang berfaku.

BAB Vi
PENGAN(:KATAN DAN PEMBERFEKNTIAN DALAM JABATAN
Pasal 16

(1) Kepala Kantor Pcrta.mbangan dan Enegi diangkat dan diberheniikan oleh Kepala Dacrah ;

(2) Pejabat lainnya di]mg,kungan Kantor Pertambangan ¢an Energi dapat diangkat dan diberhentikan
olch Sekretaris  Daerah  Kabupaten atas pelimpabiasn wewenang dan Kepala Daerah atas usul
Kepala Kantor;

(3) Pongangkatan dalam jenjang jabatan  struktural din fungsioral serta penetapan eselonering
mengacy kepada kefentumu peraturan perundang- wiklangan yang berlaku,

BAB viI
TATA KEKIA
Pasal 17
Semua unit kerja diingkungan Kantor Pertambangan dag, Energi dalam melakeanakan tugasnya wajib
mencrapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi,

Pasal 1%

(1) Setiap Pimpinan unit kerja dilingkungan Kantor Pertanibangan dan Energi berkewajiban memimpin
bawahan masing-masging dan memberikan binbingin serta petunjuk bagl pelaksanaan tugas
bawahan ;

(2) sctiap pimpinan unit kcﬁa di lingkungan Kantor Pertambangan dan Energt wajib mmyémpaikan
laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya ;

(3) Setiap laporan yang diterima ofch pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebin angut  dan petunjuk untuk bawahan ;

(4) Setiap laporan yang disampaikan wajib membuai ternbusan kepada pejabat lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.
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Pasal 19

(1) Dalam raugka koordinasi dan permberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja
mengadakan rapat berkala ;

(2) Sctiap Pimpinan unit kerja wajib mengawasi hawahan dan mengambil langkah-langkah yang
diperiukan apabila terjadi penyimpangan .

Pasal 20

(1) Apabila Kepala Kantor berhalangan mernjalankan tugs snya, maka Kepala meng,huﬁjuk Kepala Sub.,
Bagian Taia Usaha dan atau Kepala Seksi untuk melnlsanakan tugas-tugas Kepala Kanior dengan
mempedomani Daftar Urot Kepangkatan  dan welaporkannya kepada  Sekretaris  Daerah
Kabupaten;

(2) Apabila Kepala Sub, Tata Usaha dan atay Kepala Scksi berhalangan, maka Kepala Sub, Bagian
Tata Usaha atau Kepala Scksi menghunjuk seorang Stal/Pegawai pada Sub, Bagian Tata Usaha
dan atau pada SeRsi untuk melaksanakan tugas-iugas Kepala Sub. Bagian Tata Usaha atan Kepala
Seksi dan Melaporkannya kcpada Kepala Kantor;

(3) Kepala Sub. Bagian Tata Ussha dan Kepala Seksi dajun melaksanakan tugasnya menyampaildn
laporan kcpdda Kepala Kantor,

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas setiop pemimpin satuan orpanivasi dibants oleh satuan kerja bawahannya
dan didalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat
gecara berkala,

BAB VI
EEPEGAWAIAN
Pasal 22

(1) Jenjang Kepangkatan dan Susunan Kencpawaian Kavtor Perlarobangan dan Fnergi diamr seqnat
dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berdaku;

(2) Pengalihan jenis Kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku,
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BARBIX
PEMBIAYAAN
Pasal 23 .
Pembiayaan Kantor Pertambangan Fucrpi diliebankan kepads Anggﬂrah Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Langkat dan sumber dana lain sesnai dengan peraturan perundangan-undangan
yang betlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENTSFUP
Pasal 24
(1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah teatang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja
Kantor Pertambangan dan Energi Kubupaten Langkad, |
(2) Scgala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian;
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah int sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut melalui keputusan Kepala Daeraly
(4) Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tangpal diundanyrhan,

Agar setiap orang dapal mengetahuinys, memerintahkan pengundangan peraturan daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Langkat,
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